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BUPATI BANYUWANGI 
 

SALINAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

NOMOR  17 TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI   BANYUWANGI, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, 

perlu dilakukan penyesuaian terhadap organisasi Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Banyuwangi; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi sudah tidak 

sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan huruf b, guna peningkatan kualitas penyelenggaraan ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, 

perlu meninjau kembali Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Banyuwangi dengan menetapkannya dalam peraturan daerah. 

 
Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita 

Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730) 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 

55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 169, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3209). 
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 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5145); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan 
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3373); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi 
Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 
9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk 
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 694); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar 
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 705). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

dan 

BUPATI BANYUWANGI 
 

MEMUTUSKAN: 
 

menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
KABUPATEN BANYUWANGI. 

  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; 
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah 

DPRD Kabupaten Banyuwangi; 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi; 
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang 

selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satpol PP Kabupaten Banyuwangi; 
7. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Banyuwangi; 
8. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah 

dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban 
umum dan ketentraman masyarakat; 

9. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan 
dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan 
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan 
teratur; 

10. Perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah 
komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan Negara yang mampu 
berfungsi membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun 
memperkecil akibat malapetaka dengan mewujudkan keselamatan 
masyarakat dari akibat bencana dan malapetaka, agar korban jiwa, 
kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan dapat diperkecil, 
sehingga tercipta kondisi masyarakat yang aman, tertib dan tentram; 

11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah 
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Banyuwangi yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan 
daerah dan peraturan pelaksanaannya ; 



4 

 

 

12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil 
dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau 
keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi ; 

13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan 
perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan 
bersama Bupati ; 
 

 BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satpol PP Kabupaten Banyuwangi. 
(2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Satuan Polisi 

Pamong Praja tipe A. 
 
  BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 3 

(1) Satpol PP merupakan perangkat penunjang pemerintahan daerah yang 
mengemban misi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum 
dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan 
peraturan bupati serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. 

(2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Kepala Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan 
jabatan struktural eselon II b. 
 

Pasal 4 

(1) Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan 
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan peraturan 
daerah dan peraturan bupati serta memberikan perlindungan kepada 
masyarakat; 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol 
PP mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan program penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman 

masyarakat dan Linmas serta pelaksana penegakan Perda dan 
peraturan pelaksanaannya; 

b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan 
pelaksanaannya; 

c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat di daerah; 

d. Pelaksanaan kebijakan Linmas; 
e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan 

pelaksanaannya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS dan 
atau Aparatur lainnya; 

f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar 
mematuhi dan mentaati Perda dan peraturan pelaksanaannya; 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya; 
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  BAB IV 

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 5 

Satpol PP mempunyai wewenang: 
a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, 

aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan 
atau peraturan Bupati; 

b. Menindak warga, masyarakat, aparatur atau badan hukum yang 
mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 

c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan Linmas; 
d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur 

atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan 
atau peraturan Bupati; 

e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur 
atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau 
peraturan Bupati. 
 

Pasal 6 
 

(1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas 
lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

(2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah. 
 

Pasal 7 
 

Dalam melaksanakan tugas, Satpol PP wajib: 
a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan 

norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat 
serta mengedepankan sikap persuasif; 

b. Mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja; 
c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

menggangu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas 

ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; 
e. Menyerahkan kepada PPNS Daerah atas ditemukannya atau patut diduga 

adanya pelanggaran terhadap Perda dan atau peraturan Bupati.  
 
 

Pasal 8 
 

(1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi 
PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) PPNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat langsung 
mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran perda dan atau peraturan 
Bupati yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur atau badan 
hukum. 

 

   


